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MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR : 31/M-DAG/PER/5/2012

TENTANG

PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI YANG DIDANAI MELALUI
DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA PERUBAHAN (APBN-P) TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

. a.

1.

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2012, telah ditetapkan Kegiatan
Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi didanai
melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2012;

bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
dan Pengembangan Sarana Distribusi yang didanai melalui
Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012 dan untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 tentang
Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan
Sarana Distribusi melalui Dana Tugas Pembantuan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penugasan
Gubernur atau Bupati/Walikota dalam rangka Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana
Distribusi yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
(APBN-P) Tahun Anggaran 2012;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 31/M-DAG/PER/5/2012

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana  telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5254);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5303) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara
Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4353);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
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Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
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Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan, dan Toko Modern;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian
Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2012;

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun
2011;



Menetapkan

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 31/M-DAG/PER/5/2012

20. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 92);

21. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Rincian
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2012;

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248 /PMK.07/2010;

23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-
DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perdagangan;

24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42 /M-
DAG/PER/10/2010 tentang Pengelolaan Kegiatan
Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui
Dana Tugas Pembantuan;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENUGASAN

GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI YANG DIDANAI MELALUI
DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA PERUBAHAN (APBN-P) TAHUN ANGGARAN
2012

Pasal 1

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar bagi
Gubernur atau Bupati/Walikota yang menerima penugasan
dari Menteri Perdagangan untuk melaksanakan Kegiatan
Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi yang
didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun
Anggaran 2012.

(2) Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana
Distribusi ditujukan untuk mendorong kelancaran arus
barang, menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok
masyarakat, menjaga kestabilan harga, mewujudkan pasar
yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan ruang publik
yang nyaman, meningkatkan kesempatan berusaha, dan
meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap
perekonomian daerah.
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Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
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Pasal 2

(1) Menteri Perdagangan menugaskan kepada Gubernur atau
Bupati/Walikota untuk melaksanakan Kegiatan
Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi yang
didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun
Anggaran 2012, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Penugasan untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan dan
Pengembangan Sarana Distribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dapat dipindah tugaskan kepada pihak
lain.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2012

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum

A

LASMININGSIH



Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor :31/M-DAG/PER/5/2012
Tanggal : 9 Mei 2012

DAFTAR PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI YANG DIDANAI MELALUI

DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA PERUBAHAN (APBN-P) TAHUN ANGGARAN 2012

A. Revitalisasi Pasar Tradisional

NO PENERIMA TUGAS ‘&:‘&?:131
I Provinsi Aceh
1 Bupati Aceh Besar 3,000,000,000
2 Bupati Aceh Tengah 3,000,000,000
3 Bupati Aceh Tenggara 5,000,000,000
II | Provinsi Sumatera Utara
4 Walikota Gunung Sitoli 3,000,000,000
5 Walikota Binjai 2,000,000,000
6 Walikota Medan 3,000,000,000
7 Bupati Tanah Karo 3,000,000,000
III | Provinsi Bengkulu
8 Bupati Rejang Lebong 3,000,000,000
IV | Provinsi Lampung
9 Bupati Lampung Selatan 6,000,000,000
10 Bupati Pesawaran 5,000,000,000
V | Provinsi Banten
11 Walikota Cilegon 3,000,000,000
VI |Provinsi Jawa Barat
12 Walikota Depok 3,000,000,000
13 Bupati Bogor 4,000,000,000
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NO PENERIMA TUGAS ﬁ:‘& 1::;8)1
VII | Provinsi Jawa Tengah
14 Bupati Kebumen 5,000,000,000
VIII | Prov. Jawa Timur
15 Bupati Lamongan 5,000,000,000
16 Bupati Bondowoso 3,000,000,000
IX |Provinsi Kalimantan Selatan
17 Bupati Banjar 5,000,000,000
X | Provinsi Sulawesi Utara
18 Bupati Bolaang Mongondow Timur 5,000,000,000
19 Bupati Bolaang Mongondow Selatan 5,000,000,000
20 Bupati Minahasa Selatan 5,000,000,000
21 Bupati Minahasa Utara 5,000,000,000
22 Bupati Kep. Sangihe 5,000,000,000
23 Bupati Kep. Talaud 2,000,000,000
24 Bupati Sitaro 5,000,000,000
25 Walikota Bitung 5,000,000,000
XI | Provinsi Sulawesi Selatan
26 Bupati Bantaeng 5,000,000,000
27 Bupati Luwu 5,000,000,000
28 Bupati Luwu Utara 2,000,000,000
29 Walikota Palopo 5,000,000,000
30 Bupati Maros 4,000,000,000
31 Bupati Pinrang 5,000,000,000
32 Bupati Jeneponto 5,000,000,000
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NO PENERIMA TUGAS a:'&l::lsl

33 Bupati Enrekang 5,000,000,000

34 Bupati Takalar 5,000,000,000

35 Bupati Sidrap 5,000,000,000

36 Bupati Wajo 4,000,000,000

37 Gubernur Sulawesi Selatan 5,000,000,000
XII | Provinsi Sulawesi Barat

38 Bupati Polewali Mandar 5,000,000,000

39 Bupati Mamuju 4,000,000,000

40 Bupati Mamasa 3,000,000,000

41 Bupati Majene 3,000,000,000
XIII | Provinsi Sulawesi Tenggara

42 Bupati Konawe Selatan 3,000,000,000
XIV | Provinsi Gorontalo

43 Bupati Gorontalo 4,000,000,000
XV | Provinsi Nusa Tenggara Timur

44 Bupati Flores Timur 4,000,000,000

45 Bupati Manggarai Barat 3,000,000,000
XVI | Provinsi Nusa Tenggara Barat

46 Bupati Lombok Tengah 3,000,000,000
XVII | Provinsi Maluku

47 Bupati Maluku Tengah 5,000,000,000

XVIII | Provinsi Maluku Utara

48 Gubernur Maluku Utara

4,000,000,000
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NO PENERIMA TUGAS ﬁ:’fp‘fgﬁl
XIX | Provinsi Papua
49 Bupati Waropen 3,000,000,000
50 Bupati Jayapura 2,893,118,000
XX | Provinsi Papua Barat
51 Bupati Teluk Wondama 5,000,000,000
52 Bupati Manokwari 5,000,000,000

B. Pembangunan Pusat Pameran Produk Dalam Negeri di Makassar

NO PENERIMA TUGAS ALO!.{ASI
(Rupiah)
I Provinsi Sulawesi Selatan
1 Gubernur Sulawesi Selatan 15,000,000,000

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum

(I

LASMININGSIH



